PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPU)
NOMOR 49 TAHUN 1960 (49/ 1960)
TENTANG
PANI TYA URUSAN Pl UTANG NEGARA

Presi den Republik Indonesi a,

Meni nbang:

a. bahwa keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan
Darat No. Kpts/Peperpu/0241/1958 tentang penbentukan Panitya
Penyel esai an Pi utang Negara berikut senua keputusan-keputusan
dan Peraturan-peraturan berkenaan dengan itu, tidak akan
berlaku lagi dengan sendirinya nmnmenurut hukum mulai pada
tanggal 16 Desenber 1960 berdasarkan pasal 61 Peraturan
Penmerintah  Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959
(Lenbar an-Negara tahun 1959 No. 139), berhubungan dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960
(Lenbar an- Negara tahun 1960 No. 66);

b. bahwa untuk kepentingan keuangan Negara, hutang kepada Negara
atau Badan-badan, baik yang |angsung maupun tidak |angsung
di kuasai ol eh Negara, perlu segera diurus;

C. bahwa dengan akan tidak berlakunya |agi Peraturan-peraturan
tersebut dalam huruf a, maka akan berlaku |agi Peraturan-
per at uran bi asa yang tidak menmungki nkan unt uk nenperol eh hasi |
yang cepat dal am nmengurus pi utang Negar a;

d. bahwa ol eh karena keadaan nemaksa, soal tersebut diatur dengan
Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat :

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar :

Musyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 29 Nopenber 1960 dan tangga
8 Desenber 1960;

MVEMUTUSKAN:

Menet apkan
Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang-undang tentang Panitya U usan
Pi ut ang Negar a.

BAB |
PANI TYA URUSAN PI UTANG NEGARA.

Pasal 1.

Menteri Pertama nmenbentuk Panitya Urusan Piutang Negar a.

Pasal 2.

(1) Bent uk, susunan dan hal-hal lain tentang Panitya U usan
Pi utang Negara ditentukan dengan keputusan Menteri Pertama



(2)Bila dianggap perlu, didaerah-daerah tingkat | dapat
di bentuk Cabang Panitya Wusan Piutang Negara dengan Kkeputusan
Ment eri Keuangan.

(3) Anggot a- anggot a Panitya dan Cabang terdiri dari

pej abat - pej abat Departenen Keuangan, pej abat - pej abat  Angkat an
Perang dan pejabat-pejabat Penerintah |ainya yang di anggap
per | u.

Pasal 3.

Pani tya Urusan Piutang Negara bertanggung-jawab kepada
Menteri Keuangan.

Pasal 4.

Pani tya Urusan Piutang Negara bertugas;

1. Mengurus piutang Negara yang berdasarkan Peraturan telah
di serahkan pengurusannya kepadanya ol eh Penerintah atau Badan-
badan yang di maksudkan dal am pasal 8 Peraturan ini;

2. Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1
diatas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti
menurut hukum akan tetapi yang penanggung hutangnya tidak
nmel unasi nya sebagai mana nesti nya;

3. Menyi npang dari ketentuan yang di maksudkan dal am angka 1 di atas,
nmengurus pi utang-piutang Negara dengan tidak usah nenunggu
penyer ahannya, apabila nenurut pendapatnya ada cukup al asan
yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera
di urus;

4. Mel akukan pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yang
tel ah di kel uar kan ol eh Negar a/ Badan- badan Negara apakah kredit
il u benar-benar dipergunakan sesuai dengan per nohonan dan/ at au
syarat-syarat penberian kredit dan nenanyakan Kketerangan-
ket erangan yang ber hubungan dengan itu kepada Bank-bank dengan
nmenyi npang dari ket entuan- ket entuan dal am Per at uran Penerint ah
Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1960 tentang Rahasia
Bank.

Pasal 5.

Dengan Keputusan Menteri Keuangan kepada Panitya U usan
Piutang Negara dapat ditegaskan untuk bertindak selaku |ikw datur
dari suatu Badan Negara yang telah dilikwdir.

Pasal 6.

Ket ua Panitya Wusan Piutang Negara berwenang unt uk:

a. Mengel uar kan surat paksa yang berkepal a Atas Nama Keadil an;

b. Mem nta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalah gunaan
permakai an  kredit oleh fihak penanggung hutang untuk
nmendapat kan pengur usannya.

Pasal 7.



Sekur ang- kurangnya sekal i dal am wakt u enam bul an Pani tya

Uusan Piutang Negara diwajibkan nenyanpaikan |aporan tertulis
tentang hasil pekerjaannya kepada Menteri Keuangan, atau pejabat
yang di tunj uknya dan kepada Badan Peneri ksa Keuangan.

BAB ||
Pl UTANG NEGARA.
Pasal 8.

Yang di mraksud dengan pi utang Negara atau hutang kepada

Negara oleh Peraturan ini, ialah jum ah uang yang wajib dibayar
kepada Negara at au Badan- badan yang bai k secara | angsung atau ti dak
| angsung di kuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan,
perjanjian atau sebab apapun.

Pasal 9.

(1) Penanggung hutang kepada Negara ial ah orang atau Badan
yang ber hut ang nenurut perjanjian atau peraturan yang bersangkut an.

(2) Sepanj ang tidak diatur dal am perjanjian atau peraturan
yang ber sangkut an, maka para anggota pengurus dari Badan-badan yang
ber hut ang t anggung renteng terhadap hutang kepada Negar a.

BAB |11
PENGURUS Pl UTANG NEGARA SECARA KHUSUS
Pasal 10.

(1) Set el ah durundi ngkan ol eh Pani tya dengan penanggung

hut ang dan diperoleh kata sepakat tentang junlah hutangnya yang
masi h harus di bayar,termasuk bunga uang,denda yang tidak
bersifat pidana,serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan
piutang ini,naka oleh Ketua Panitya dan penanggung hutang
di buat suatu pernyataan bersana yang nenuat juml ah tersebut
dan nmenuat kewaj i ban penanggung hutang unt uk nel unasi nya.

(2) Pernyataan bersama ini menpunyai kekuat an pel aksanaan

seperti suatu keputusan hakim dalam perkara perdata yang
ber kekuat an pasti,untuk mana pernyataan bersama itu berkepal a
"Atas Nama Keadilan "

Pasal 11.

Dengan tidak nengurangi ketentuan-ketentuan dal am Per at uran

ini, pasal 1,pasal 3,pasal 5 sanpai dengan pasal 23 Undang-undang
Penagi h Paj ak Negara dengan surat paksa (Lenbaran-Negara tahun 1959
No. 63 ) dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara yang
di mksudkan dal am pasal 8 berhubungan dengan pasal 10 Peraturan
ini, denga ketentuan bahwa:

a.pasal 1 huruf a "Undang-undang Penagi han Pajak Negara dengan



surat paksa" dibaca "penanggung hutang kepada Negara ial ah
orang atau Badan di maksud dal am pasal 19 Peraturan Penerintah
Penggant i Undang-undang tentang Panitya Wusan Piutang
Negar a";

b. dal am pasal - pasal dil akukan itu perkataan-perkataan "penanggung
paj ak" dan "hutang paj ak". dibaca berturut- turut "penanggung
hut ang kepada Negara" dan "hutang kepada Negara";

c.dal am pasal 5 yang dil akukan itu perkataan "nengi ngat peraturan
paj ak yang ber sangkut an" di anggap ti dak ada:

d. dal am pasal 6 ayat (5) yang dilakukan itu perkataan "Inspeksi
Keuangan" di baca "Kantor Panitya U usan Pi utang Negara"

e.pasal 13 ayat (3) tidak berl aku;

f.pasal 13 ayat (4) yang dilakukan itu seluruhnya di baca sebaga
ber i kut

"Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran
pi ut ang Negara"

g. pasal 15 ayat (1), pasal 17 ayat (2) dan pasal 21 ayat (1) yang
di | akukan itu, perkataan "Kepala Daerah Swatantra Ti ngkat 1"
di baca "Pengawas Kepal a Kej aksaan Daerah Tingkat |";

BAB |V

KEWAJI BAN | NSTANSI - | NSTANSI PEMERI NTAH DAN
BADAN- BADAN NEGARA.

Pasal 12.

(1) Instansi -i nstansi Penerintah dan Badan- badan Negara

yang di maksudkan dal ani pasal 8 Peraturan ini di waj i bkan
nmenyer ahkan pi ut ang- pi utangnya yang adanya dan besarnya tel ah
pasti nmenurut hukum akan tetapi penangung hut angnya tidak mau
nmel unasi sebagai mana nestinya kepada Panitya Wusan Piutang
Negar a.

(2) Dal am hal seperti di maksudkan dal am ayat (1) pasal ini,
maka dilarang nenyerahkan pengurusan piutang Negara kepada
Pengacar a.

(3) Tent ang penyerahan pengurusan pi utang Negara seperti

yang di maksudkan dalam ayat (1) pasal ini diberitahukan ol eh
instansi-instansi dan Badan-badan termaksud kepada Menteri
Keuangan at au pejabat yang untuk itu ditunjuknya.

BAB V
PERATURAN PERALI HAN
Pasal 13.
(1) Sel ama Panitya Urusan Piutang Negara berdasarkan
Peraturan ini belum dibentuk, maka Panitya Penyel esaian Piutang
Negar a berdasarkan keputusan Penguasa Perang Pusat Kepal a St af

Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/ 0241/ 1958 dan No. Kpts/
Peper pu/ 0242/ 1958 Dberi kut Instruksi Penguasa Perang Pusat



Kepala Staf Angkatan Darat No. I nstr./ Peperpu/ 032/ 1958
nmenj al ankan tugas Panitya U usan Piutang Negara berdasarkan
Per at uran i ni

(2) Senrua ti ndakan-ti ndakan tentang pi utang-pi utang Negara

beserta aki bat-aki batnya yang dil akukan ol eh Pani tya Penyel esai an
Piutang Negara berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat
Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/0241/1958 dan
I nstruksi Penguasa Perang Pusat Kepal a Staf Angkatan Darat No.
I nstr/ Peper pu/ 032/ 1958 tetap berlaku, hingga diubah oleh
Pani tya Urusan Piutang Negara ini.

BAB VI
PERATURAN PENUTUP
Pasal 14.

Ment eri Keuangan nenct apkan perat uran- peraturan yang perlu
unt uk nel aksanakan Peraturan ini.

Pasal 15.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desenber 1960.

Agar supaya seti ap orang dapat nenget ahui nya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desenber 1960.
Presi den Republi k | ndonesi a

SCEKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desenber 1960.
Pej abat Sekretaris Negara,

SANTCSO,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG UNDANG
NOVCR 49 TAHUN 1960
TENTANG
PANI TYA URUSAN PI UTANG NEGARA.

UMUM

Pani tya Penyel esai an Piutang Negara nengenai susunan, tugas
dan wewenangnya tel ah diatur dal am Keputusan Penguasa Perang Pusat



Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts. Peperpu/0244/1958 dan
sel anjutnya peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan itu
ber dasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 (Lenbaran-Negara
tahun 1957 No. 160) berhubungan dengan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya
1959 (Lenbar an- Negara tahun 1959 No. 130).

Kepada Panitya tersebut diberikan tugas untuk nenyel esai kan
hut ang- hutang kepada Negara yang ol eh berbagai kesulitan sukar
sekali ditagi hnya, dengan nenpergunakan kekuasaan-kekuasaan yang
tercatum dal am Per aturan Penguasa Perang Pusat yang bersangkut an,
sehi ngga penagi han- penagi han pi utang termaksud seunummya nenuaskan
hasil mana tidak akan tercapai apabila procedure-procedure yang
bi asa seperti disediakan oleh H 1.R (Staatsblad 1941 No: 44 pasa
195 dan seterusnya) dituruti.

Sebagai mana di ketahui senua peraturan Penguasa Perang Pusat
tidak berlaku | agi karena hukum nul ai tanggal 16 Desenber 1960 yang
akan datang berdasarkan pasal 61 Paraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang no. 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lenbaran
Negara tahun 1959 No. 139) berhubungan dengan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lenbaran Negara tahun
1960 No. 66).

A eh karena penagihan piutang Negara secara singkat dan
effektif itu, terutama terhadap para penanggung hutang yang "nakal "
dan dengan tindakannya terang-terangan nerugi kan Negara, dal am
keadaan dewasa ini masi h di anggap perl u, maka dengan
per ubahan- per ubahan yang dal am bi dang hukum dapat
di pertanggung-j awabkan Peraturan tentang susunan, tugas dan
wewenang Panitya Penyelesaian Piutang Negara termaksud akan
di t eruskan dal am bent uk Per at ur an Perer i nt ah Penggant i
Undang- undang.

Ber dasar kan pertinbangan bahwa Panitya ini tidak saja bertugas
unt uk nenyel esai kan piutang-pi utang Negara, akan tetapi |ebih dari
itu, maka nmeskipun Panitya ini dinmksudkan sebagai kel angsungan
hi dupnya Pani tya Penyel esai an Pi ut ang Negara, dirasakan perlu untuk
nmengubah istilah "penyel esaian” dengan "pengurusan" pada nanma
Panitya ini karena istilah pengurusan nenpunyai pengertian yang
| ebi h 1 uas dari pada penyel esai an.

Supaya penagi han piutang Negara itu pada satu fihak berlaku
secara cepat dan effisien dan pada lain fihak para penanggung
hut ang nendapat jam nan-jam nan hukum naka kepada Panitya dengan
sarat-sarat tertentu diberi hak kekuasaan untuk nenagi h poi utang
Negara yang dinmaksud dalarn Peraturan ini sesuai dengan cara yang
di t ent ukan dal am " Undang- undang penagi han paj ak Negara dengan sur at
paksa" (Lenbaran Negara tahun 1959 No. 63).

PASAL DEM PASAL:
Pasal 1.
Cukup j el as.

Pasal 2.
Panitya ini bersifat interdepartenmental, ol eh karena mana

| ebi h bai k anggot a- anggota Pani tya di angkat dengan Keputusan
Menteri Pertama, wal aupun Panitya ini bertanggung-jawab kepada



Ment eri  Keuangan.

Yang di maksud dengan hal -hal |ain dalam pasal ini ialah
terutama nengenai uang jasa (prem ) dan biaya-bi aya | ai nnyang
di perl ukan ol eh Panitya di dal am nel akukan tugasnya.

D msukkannya unsur-unsur tenaga mliter dalam Panitya ini
di mksudkan unt uk pengamanan dan kel ancaran pel aksanaan Per at ur an
i ni dan nengi ngat effek psychol ogi snya.

Susunan Panitya akan di sesuai kan dengan sifat dan keadaan
daer ah, yaitu m sal nya di sesuai kan dengan sifat keadaan bahaya
set enpat; kal au keadaan daerah tersebut berada dal am keadaan
darurat sipil, maka Ketuanya adal ah penjabat sipil dan apabila
daerah tersebut tersebut berada dal am keadaan darurat mliter
atau keadaan perang, maka Ketua-nya dijabat ol eh penjabat mlier.

Penj abat Penerintah | ai nnya sebai knya di masukkan pul a
di dal ammya penj abat dari Kepoli si an Negar a.

Pembent ukan Cabang Panitya Urusan- Piutang Negara di daerah
tingkat | dil akukan ol eh Menteri Keuangan setel ah ada usul dari
Penguasa Daer ah setenpat.

Pasal 3.
Cukup j el as.

Pasal 4.

Pi utang Negara pada tingkat pertama pada prinsipnya
di sel esai kan ol eh i nstansi-instansi dan badan-badan yang
ber sangkut an.

Apabila itu tidak nmungkin |lagi terutam di sebabkan ol eh karena
ternyata penanggung hut ang ti dak ada kesedi aan dan termasuk
penanggung hutang yang "nakal " maka ol eh instansi-instansi dan
badan- badan yang bersangkutan penyel esai annya di serahkan kepada
Pani tya.

Dal am hal -hal tertentu, dimna di kuatirkan Negara akan
di rugi kan, maka Panitya dapat bertindak tanpa nenunggu penyer ahan
penyel esai an piutang Negara itu kepadanya. Hal ini akan dil akukan
apabil a m sal nya pi utang-piutang/ Kredit-kredit itu di pergunakan
ti dak sesuai dengan pernohonan, tujuan dan sarat-sarat tujuan
penberian kredit atau berhubung dengan adanya | aporan yang tel ah
diuji kebenarannya bahwa penanggung hut ang- penanggung hutang itu
memang sama sekal i nengabai kan kewaj i ban
unt uk nel akukan penbayaran terhadap hutangnya.

Unt uk dapat nenget ahui dengan jel as bahwa penanggung hut ang
tersebut tel ah nenyal ah- gunakan penakai an kredit yang diterimnya
itu, sudah pada tenpatnya apabila Panitya ini terlebi h dahulu
mencari bahan-bahan penbukti an yang dapat di pertanggung-jawabkan
sebel um nmenyer ahkan persoal an tersebut kepada fi hak Kejaksaan dan
unt uk keperluan ini dengan sendirinya nenerl ukan
ket er angan- ket erangan dari pi hak Bank- bank
Namun dem ki an perlu adanya penbat asan, yaitu bahwa
ket er angan- ket erangan yang di perl ukan itu hanya ber hubungan
dengan soal penyal ahgunaan penakai an kredit itu saja.

Dengan dem ki an maka hi |l angl ah adanya pertentangan antara
Peraturan ini dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang
t ent ang Rahasi a Bank.



Pasal 5.

Supaya | i kwi dasi dari badan- badan Negara yang ber hubungan
dengan sesuatu hal harus dilikw dir, dengan cepat dapat di urus
dan terutama guna nmencegah berlarut-larutnya jal annya |ikw das
t ersebut yang nengaki bat kan penbor osan keuangan Negara, naka
kepada Panitya ini dengan Keputusan Menteri Keuangan dapat
di t ugaskan sebagai |ikw dator dari badan-badan Negara yang tel ah
dilikwidir itu, m sal nya Yayasan Perbekal an dan Persedi aan ada
dal am keadaan |i kw dasi sanpai saat ini telah berjalan |ebih dari
5 (lima) tahun, Yayasan Kopra ada dal am keadaan |i kw dasi sanpai
saat ini telah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun, akan tetap
kedua- duanya | i kw dasi nya bel um sel esai

Pasal 6.

Mengi ngat sej arah pertunbuhan/ per kenbangan Panitya
Penyel esai an Pi utang Negara dan Team Penili k Harta Benda yang
ternyata pada waktu yang | al u menpunyai hubungan yang erat satu
sama | ai nnya, terbukti dengan di kel uar kannya makl umat bersama
ant ara Penguasa Perang Pusat Kepal a Staf Angkatan Darat dan Jaksa
Agung No. Ml / Peperpu/08/ 1958 tanggal 31 Juli 1958, maka sudah
sewaj ar nyal ah apabila antara Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang tentang Panitya Urusan Piutang Negara i ni dengan
Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1960
tentang Ti ndak Pidana Korupsi dijalin kenbali hubungan yang erat.
A eh karena itu apabila Panitya ini berpendapat bahwa tel ah ada
penyal ah- gunaan pemakai an kredit ol eh fihak penanggung hutang, ia
dapat m nta bantuan Jaksa guna nel akukan penilikan harta benda
penanggung hutang tersebut dan sel anj utnya nmenganbi
ti ndakan-ti ndakan sesuai dengan wewenang yang terdapat dal am
Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1960
itu.

Pasal 7.

Ber hubung Panitya ini bertugas dal am bi dang Keuangan Negar a,
maeka dengan sendirinya ada hubungan pertanggungan-jawab nengenai
pengur usan Keuangan Negara sesuai ketentuan-ketentuan yang
t er cant um dal am Undang- undang Per bendahar aan Negara, dan ol eh
karena itu laporan ini perlu pula di sanpai kan kepada Badan
Penmeri ksa Keuangan.

Pasal 8.

Dengan pi ut ang Negara di maksudkan hutang yang:

a.l angsung terhutang kepada Negara dan ol eh karena itu harus
di bayar kepada Penerintah Pusat atau Penerintah Daerah;

b.t erhut ang kepada badan-badan yang unummya kekayaan dan nodal nya
sebagi an atau seluruhnya mlik Negara, m sal nya Bank-bank
Negara, P.T.-P.T. Negara, Perusahaan-perusahaan Negar a,
Yayasan Perbekal an dan Persedi aan, Yayasan Urusan Bahan
Makanan dan sebagai nya.



Hut ang paj ak tetap nerupakan piutang Negara, akan tetapi
di sel esai kan tersendiri dengan Undang-undang Penagi han Paj ak
Negara dengan surat paksa.

Pasal 9.
Cukup j el as.

Pasal 10.

Car a nenyel esai kan pi ut ang- pi ut ang Negara dal am Per at ur an
i ni adal ah berupa nengadakan sesuatu pernyataan bersama antara
Ket ua Panitya dan Penanggung Hutang, yang nmenuat kata sepakat
antara nereka tentang jum ah hutang yang masi h harus di bayar dan
menuat pul a kewaj i ban penanggung hut ang unt uk nel unasi hut angnya.

Kepada surat pernyataan di beri kekuatan pel aksanaan seperti
suat u putusan Haki m dal am per kara perdata dan pel aksanaannya
di j al ankan dengan pengel uaran surat paksa seperti dal am hal
menmungut paj ak. A eh karena itu surat pernyataan bersama itu
adal ah nerupakan surat pernyataan pengakuan hutang yang nenpunyai
kekuat an penbuktian yang senpurna (voll edig bew js) dan kekuatan
memaksa (dw ngend bew j s).

Dengan adanya sarat kata sepakat antara Ketua Panitya dan
penanggung hutang nmaka Peraturan ini tidak nenjal ani hakekat
bahwa segal a sengketa perdata harus di putuskan ol eh Pengadil an.

Pemakai an sistim surat paksa seperti dalam hal pajak dapat
di pertanggung-j awabkan ol eh karena ki ni pun Negar al ah yang
mer upakan pi hak ber pi ut ang.

Pasal 12.
Cukup j el as.

Pasal 13.

Unt uk nenghi ndar kan adanya kekosongan (vacuum dal am
pengur usan pi utang Negara yang sudah dan sedang berjal an, nmaka
Pani tya Penyel esai an Pi utang Negara | ama berdasar kan Keputusan
Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No.
Kpt s/ Peper pu/ 0241/ 1958 dan | nstruksi Penguasa Perang Pusat Kepal a
Staf Angkatan Darat No. Instr/Peperpu/032/1958 menj al ankan tugas
Pani tya Urusan Pi utang Negara berdasar kan Peraturan i ni

Pasal 14.
Cukup j el as.

Pasal 15
Cukup j el as.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG
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